Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK RI Perwakilan Provinsi Bali
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Serahkan Laporan |/
- Keuangan 2017, Pemprov

Optimis Pertahankan Opini W

SEKDA Provinsi Bali Dewa Made Indra seréhka

an Keuangan 2017.

DENPASAR, NusaBali .
Pemerintah Provinsi Bali op-

timis mampu mempertahankan

Opini Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP) atas pemeriksaan Laporan  luruh-lurusnya. Dia berkeyakinan,
Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah ])gbupaten/l(ém j‘u%a
(Eﬂ&}%ou yang dilaksanakan  punya komitmen untuk mengelola
oleh BPK RI Perwakilan Bali. Pen- dengan baik agar
egasan tersebut diutarakan Guber- upaya pen tan
nur Bali yang diwakili Sekda Provin-

si Bali Drs, Dewa Made Indra,M.Si

pada Acara Penyerahan Laporan
Keuangan Unaudited Pemerintah

Daerah Tahun Anggaran 2017 di
Ruang Pertemuan Kantor BPK RI
Perwakilan Bali, Kamis (29/3).
Lebih jauh Sekda Dewa Indra
mengatakan bahwa penyampai-
kan laporan keuangan merupakan
kewajiban konstitusional yang
harus dilaksanakan oleh seluruh
pemerintah daerah. “Pemerintah
Provinsi dan Kabupaten/Kota se-
Bali berkomitmen penuh untuk
taat pada aturan dan menunaikan
kewajibantersebut,” ujarnya. Menu-
rutdia, kewajiban untuk menyusun
laporan keuangan bukan semata
bertujuan memenuhi kewajiban
konstitusi. Lebih dari itu, laporan
keuangan merupakan bentuk per-
tanggungjawaban pemerintah ke-

- Pemerintah Provinsi dan Kabu-

jak seldpih Ka-
bupaten/Kota untuk berusaha
melaks: ngelolaan keuan-

gan dengan sebaik-baiknya dan se-

Indra juga m

paten/Kota u
Laporan Keuan,
2017. Selanjut
wakilan Bali al
audit dalam ku
“Pada bulan ]

k menyerahkan
n Tahun Anggaran
nya, BPK RI Per-
can melaksanakan

n waktu 30 hari.
I, hasil audit akan

‘kami serahkan kepada lembaga

legislatif untuk dijadikan pertim-
bangan dalam enila;?n 1 pt‘)_iran
pertanggungjawaban epéa; ae-
rah. Lebih dari itu, hasil audit juga
dapat dijadikan bahan evalusi oleh
lembaga eksekutif,” paparnya. Pada
bagian lain, Yuliandra juga meny-
inggung pemberian opini dalam
proses audit sebagai penilaian

pada rakyat. “Melalui penyusunan -terhadap tingkat kewajaran lapo-
laporan keuangan yang baik dan ran keuangan yang disam?aikan
memenuhi amanat UU, rakyatakan  oleh entitas yang menjadi objek
yakin dan percaya kalau uang yang pemeriksaan BPK. Acara penyera-
mereka setor dalam bentuk pajak  han Laporan Keuangan Unaudited
dikelola dan dipertanggungjawab-  Pemerintah Daerah Tahun Angga-
kan dengan baik oleh pemerintah,”  ran 2017 dihadiri Bupati/Walikota
bebernya, : se-Bali atau yang mewakili dan

Pada bagian lain, Sekda Dewa
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